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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Produktif dalam Meminimalkan 

Kredit Macet 

1. Pengertian Monitoring Pembiayaan  

Monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk 

melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin 

(early warning system) deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat 

terjadinya mutu pembiayaan. Dengan ini dimungkinkan mengambil 

langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian. Pengawasan pembiayaan 

dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk 

menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan. Dan dapat 

mengetahui trems of lending suatu asumsi-asumsi sebagai dasar 

persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan.
12

 

Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan / monitoring 

terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan 

yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas 

pembiayaannya.
13

 Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap 

kegiatan usaha yaitu tahap monitoring atau pengawasan, begitu juga 

didalam perkreditan, karena kegiatan pengawasan akan merupakan 

penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan 
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(diinvestasikan) di bidang perkreditan. pengawasan merupakan upaya 

dalam penjagaan dan pengamanan yang lebih baik dan efisien, guna 

menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan.  

Tujuan dari suatu pengawasan yaitu:  pertama, untuk penjagaan 

agar terhindar dari penyelewengan, apakah pekerjaan itu berjalan dengan 

lancar atau tidak. Kedua, untuk memastikan ketelitian dan kebenaran suatu 

pekerjaan yang sesuai dengan program. Ketiga, untuk memajukan efisiensi 

dalam pengelolaan dan tata laksana usaha itu sendiri. Keempat, untuk 

memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi dan 

dilaksanakan dengan baik.
14

 

Landasan syari‟ah pengawasan dan monitoring pembiayaan adalah 

dalam QS. An Nisa ayat 6 sebagai berikut: 

                    

Artinya : “Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, 

Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan 

itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas 

persaksian itu)”. 
15

 

 

2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan 

Mempertahankan kualitas pembiayaan dengan lebih baik jauh lebih 

penting dari pada menciptakan pembiayaan baru. Pemberian pembiayaan 

tanpa mempertimbangkan kualitas pembiayaan, biasa menyebabkan 

kerugian besar di kemudian hari. Langkah pengamanan untuk mengurangi 

timbulnya pembiayaan bermasalah adalah sistem pengawasan yang efektif. 
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Segera kalau diketahui bahwa seseorang peminjam menghadapi kesulitan 

keuangan, manajemen bank harus segera mengambil langkah-langkah 

memperbaikinya.
16

 

Dalam perbankan nasional, aktiva produktif berupa pembiayaan 

memberikan pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan aktiva 

produktif lainya. Dengan demikian, menjaga kualitas pembiayaan 

merupakan hal yang utama agar bank bersangkutan menerima pendapatan 

dan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu cara untuk 

menjaga kualitas tersebut adalah dengan melakukan pengawasan 

pembiayaan secara berkesinambungan. Dengan pengawasan pembiayaan, 

bank dapat mengetahui perkembangan nasabah dari waktu ke waktu dan 

dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi nasabahnya. 

Fungsi pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi 

dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan 

operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti 

bukan hanya sesuai dengan rencana, tetapi juga dengan tingkat efesiensi 

dan efektivitas setinggi mungkin. Secara konseptual dan filosofi, 

pentingnya pengawasan berangkat dari kenyataan bahwa manusia 

penyelenggara kegiatan operasional merupakan makhluk yang tidak 

sempurna dan secara intheren memiliki keterbatasan, baik dalam arti 
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interpretasi makna suatu rencana, kemampuan, pengetahuan maupun 

keterampilan.
17

 

Terlepas dari teknik mana yang dianggap paling tepat untuk 

digunakan, manfaat terpenting dari pengawasan adalah: 

a. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata 

dalam mana organisasi berada. 

b. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi 

rencana dengan efisien dan efektif. 

c. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan 

dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional. 

d. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai 

kinerja yang memuaskan.  

e. Tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari 

standar tidak terus berlanjut.
18

 

3. Jenis Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan 

Tedapat beberapa jenis monitoring dalam pembiayaan, antara lain : 

a. On Desk Monitoring, pemantauan pembiayaan secara administratif 

yaitu melalui instrument administrasi, seperti laporan-laporan, 

financial statement, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak 

ketiga. 

b. On Site Monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung 

kelapangan untuk melihat lokasi dan kondisi nasabah, baik sebagian, 

menyeluruh, atau khusus atau kasus tertentu untuk membuktikan 
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pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah 

ada deviasi yang terjadi atas term of lending yang disepakati. 

c. Excption Monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan 

memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik 

dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan term of lending, 

dikurangi intensitasnya.
19

 

4. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan 

Untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai 

kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi 

deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan 

operasional tersebut, Berbagai teknik yang dapat digunakan antara lain 

adalah: 

a. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat 

sendiri bagaimana caranya para petugas operasional 

menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini 

dapat berakibat positif dalam implementasi strategi dengan efesien dan 

efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengawasan langsung 

berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “on-

thespot” bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan 

operasional, akan tetapi juga dengan demikian manajemen dapat 

segera “meluruskan” tindakan para pelaksanaan apabila diperlukan dan 

                                                             
19

 Sumar‟in, Konsep Kelembagaan Bank Syari’ah, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 

121-122. 



 26 

manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang cara 

bekerja yang benar. 

b. Melalui laporan, baik lisan maupun tulisan dari para penyelia yang 

sehari-hari   mengawasi secara langsung kegiatan tersebut.
20

 

 

B. Pembiayaan  

1. Pengertian pembiayaan 

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I trust I “saya 

percaya” saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya 

kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shinabul maal 

menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang 

diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus 

disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan menguntungkan 

bagi kedua belah pihak.
21

  

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan terbagi kepada: 

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun 

investasi. 

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

dipakai memenuhi kebutuhan. 

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi: 
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a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah 

hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas 

atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau 

peningkatan utility of place dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja 

ini biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau 

siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah, 

gaji/upah pegawai, sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang 

dagangan dan sebagainya. 

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang 

modal tetap dan tahan lama serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya 

dengan itu.
22

 

2. Unsur- Unsur pembiayaan 

Pembiayaan pada dasarnya atas dasar kepercayaan. Dengan 

demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini 

berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat 

dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai waktu dan syarat-syarat 

yang telah disepakati bersama.. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam 

pembiayaan tersebut adalah: 

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (Shabul mal) dan 

penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan 

penerima pembiyaan merupakan kerja sama yang saling 
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menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong 

menolong sebagaimana firman allah dalam QS.Al-Maidah (5):2, 

                      

Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. Dan bertakwa kamu kepada allah, 

sesungguhnya allah amat berat siksa-Nya”
23

 
 

b. Adanya kepercayaan shahibul mal kepada Mudharib yang didasarkan 

atas prestasi dan potensi Mudharib. 

c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak Shahibul mal dengan 

pihak lainnya yang berjanji membayar dari Mudharib kepada shahibul 

mal. Janji tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiyaan) 

atau berupa instrument (Credit Instrumen), sebagaimna firman Allah 

dalam QS. Al-Baqarah (2):282, 

                           

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya “
24

 

 

d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada 

Mudharib 

e. Adanya unsur waktu (time element ). Unsur waktu merupakan unsur 

esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik 

dilihat dari shahibul mal  maupun dilihat dari Mudharib. Misalnya, 

pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih 
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besar dari yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan 

karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi. 

f. Adanya unsur resiko (degree of risk ) baik di pihak shahibul mal 

maupun di pihak Mudharib. Resiko dari pihak shahibul mal adalah 

resiko gagal bayar ( risk of default), baik karena kegagalan usaha 

(pimjaman komersil) atau ketidak mampuan bayar (pimjaman 

komersial) atau ketidak mampuan bayar (pimjaman konsumen) atau 

karena ketidak sediaan membayar. Resiko dipihak Mudharib adalah 

kecurangan dari pihak pembiayaan.
25

 

Menurut Kasmir unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut: 

1. Kreditur  

Kreditur merupakan pihak yang memeberikan kredit 

(pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut 

bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredut 

kepada pihak peminjam merupakan kreditur 

2. Debitur 

Dibitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak 

yang mendapat pinjaman dari pihak lain. 

3. Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang 

diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar 

diterima  kembal dimasa tertentu dimasa datang.  

4. Kesepakatan 
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Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung 

unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana  masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya  masing-masing. 

5. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu 

tertentu, jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian kredit yang 

telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, 

jangka menengah atau jangka panjang. 

6. Resiko  

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan nasabah sengaja tidak 

sengaja mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian 

yang diakibatkan karena nasabah sengaja yaitu akibat terjadinya 

bencana alam,. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan 

adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu) 

Semakin panjang jangka awaktu suatu kredit semakin besar resikonya 

tidak tertagih, demikian pada sebaliknya. Resiko ini menjadi 

tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang 

tidak disengaja. 

7. Balas Jasa 

Bagi lembaga keuangan maupun program balas jasa dalam 

pemberian fasilitas pinjaman atau kredit merupakan keuntungan bagi 

lembaga tersebut. Dalam hal ini sering disebut dengan bunga 
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pinjaman. Bunga pinjaman itu sendiri mempunyai sifat, yaitu ada yang 

sifatnya bunga menurun dan bunga pinjama tetap. Pada lembaga 

keuangan syariah balas jasa dikenal dengan nama bagi hasil. Namun 

perhitungan antara bunga dengan bagi hasil tidak sama
26

 

3. Tujuan Pembiayaan  

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang 

luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari 

pembiayaan, yaitu : 

a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan 

berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari 

usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya 

menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini 

mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. 

Dalam faktor kemampuan dan kemampuan ini tersimpul unsur 

keamanan (safety) dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) 

dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. 

Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pembiyaan yang 

terjelma dalam bentuk hasil yang diterima. 

b. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus 

benar-benar tercapai tampa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, 

dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam 

bentuk modal, barang atau jasa itu benar-benar terjamin 
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pengembaliannya sehingga keuntungan  (profitability) yang 

diharapkan dapat menjadi kenyataan.
27

 

4. Fungsi pembiayaan 

Pembiyaan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaandidalam 

perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapatdikemukakan sebagai 

berikut : 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna ) dari modal/uang 

b. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna ) suatu barang 

c. pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

d. pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyrakat  

e. pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi 

f. pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional 

g. pembiayaan sebagai alat hubung ekonomi internasional 

5. Jenis-jenis Pembiayaan  

a. jenis pembiayaan dilihat dari tujuan 

b. jenis pembia yaan dilihat dari jangka waktu 

c. jenis pembiayaan dilihat menurut lembaga yang menerima pembiayaan 

d. jenis pembiayaan dilihat menurut tujuan pengunaan 

e. jenis pembiayaan menurut sector ekonomi 

f. jenis pembiayaan menurut sifat 

g. jenis pembiayaan yang disalurkan menurut bentuk  

h. jenis pembiayaan menurut sumber dana  
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i. jenis pembiayaan menurut wewenang pemutusan 

j. jenis pembiayaan sifat fasilitas 

k. jenis pembiayaan menurut akad 

l. jenis pembiayaan two step loan, buyer‟s credit, onshore loan dan 

offshore loan 

m. jenis pembiayaan sindikasi 

n. jenis pembiayaan konsorsiumdan joint financing ( musyarakah ) 

o. jenis pembiayaan kelolaan 

p. jenis pembiayaan infas, usance L/C, stand by L/C dan SKBDN
28

 

6. Kualitas Pembiayaan 

a. Pembiayaan lancer (pass) 

Pembiayaan yang digolongkan lancer apabila memenuhi 

kreteria antara lain: 

1. Pembayaran angsuran pokok tepat waktu 

2. Memiliki mutasi rekening yang aktif 

3. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai  

b. perhatian Khusus (Special Mention ) 

Pembiayaan yang digolongkan dalam perhatian khusus apabila 

memenuhi kretria: 

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang belum 

melampaui Sembilan puluh hari  

2. Kadang-kadang terjadi cerukan  
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3. Mutasi rekening relative aktif  

4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan  

5. Didukung oleh pimjaman baru 

c. Kurang Lancar (Substandard) 

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok  

2. Sering terjadi cerukan  

3. Frekuensi mutasi relative rendah 

4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 

Sembilan puluh hari 

5. Terdapat masalah indikasi keuangan yang dihadapi debitur 

6. Dokumentasi yang lemah 

d. Diragukan (Doubtful) 

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok  

2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen  

3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 

4. Terjadi kapitalisasi bunga 

5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan 

maupun pengikatan jaminan  

e. Macet  (Loss) 

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet 

apabila memenuhi kreteria : 

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok  

2. Kerugian oprasional ditutupi dengan pimjaman baru 
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3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkan pada nilai wajar.
29

 

7. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan  

Prinsip analisis pembiayaan biasa dilakukan dengan analisis 5 C: 

a) Character atau watak calon nasabah  

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon 

debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank 

bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit 

benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang 

pekerjaan nasabah maupun yang bersifat pribadi, seperti gaya hidup 

atau cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan sosial 

standingnya. 

b) Capacity atau kemampuan calon nasabah 

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar 

kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola 

bisnis, serta kemampuan dalam mencari keuntungan sehingga terlihat 

kemampuannya dalam mengemabalikan kredit. 

c) Capital atau modal calon nasabah 

Setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit haruslah 

menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Capital 

digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang 

dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. 

d) Condition of economi atau kondisi ekonomi calon nasabah 
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Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi 

sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-

masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya 

pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu 

dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek 

usaha tertentu di masa yang akan datang. 

e) Collateral atau jaminan calon nasabah 

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit 

yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya.fungsi 

jaminan ini adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.
30

 

8. Pembiayaan bermasalah  

Pengertian pembiayaan bermasalah adalah debitur mengingkari 

janji mereka membayar bunga atau (margin) atau pokok angsuran yang 

telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama 

sekali tidak ada pembayaran.
31

 Dalam dunia perbankan Internasional, 

pembiayaan atau kredit dapat dikatagorikan dalam pembiayaan atau kredit 

bermasalah bila mana : 

a. Terjadinya keterlambatan pembayaran bunga (margin) atau pokok 

angsuran lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya. 

b. Tidak dilunasi sama sekali atau; 
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c. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali 

pembiayaan atau kredit dan margin yang tercantum dalam perjanjian 

pembiayaan.
32

 

9. Upaya Penyelesaian Kredit Macet 

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain: 

a. Rescheduling  

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang 

jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur 

diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran 

kredit, misalnya perpanjang waktu kredit dari enam bulan menjadi satu 

tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk 

mengembalikannya. 

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu 

kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang 

pembayarannya. misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hasil ini 

tentu saja jumlah anggsuran menjadi mengecil seiring dengan 

penambahan jumlah angsuran. 

b. Reconditioning  

Reconditioning maksudnya adalah bank merubah beberapa 

persyratan yang ada seperti: 

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga menjadi hutang pokok. 

2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. 

3. Penurunan suku bunga. 
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4. Pembebasan bunga. 

c. Restructuring 

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah 

dengan cara menanbah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah 

memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai 

memang masih layak. 

d. Kombinasi 

Merupakan kombinasi dari yang tiga jenis diatas. Seseorang 

nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara 

Rescheduling dengan Restructuring, misalnya jangka waktu 

diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau Reconditioning dengan 

Restructuring misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah. 

e. Penyitaan Jaminan  

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah 

sudah benar-benar-benar tidak punya etikad baik ataupun sudah tidak 

mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya.
33

 

C. Pembiayaan Dalam Sistem Ekonomi Islam 

Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan 

rezeki, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada 

manusia bahwa Allah SWT  Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas.  

Bahkan Allah SWT tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, 

tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras
34

. 
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Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-

garis yang telah ditentukan-Nya. Ia bisa melakukan aktivitas produksi seperti, 

pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, minuman dan 

sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi seperti, perdagangan 

atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya. Untuk 

mamulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapapun kecilnya. Adapula 

yang meminjam kepada rekan-rekannya, jika tidak tersedia peran intitusi 

keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang 

yang ingin berusaha. 

Dalam Islam hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan 

dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya 

berakibat kepada hubungan persaudaraan. 

Sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat 

digunakan disebabkan dua hal, pertama pinjaman merupakan salah satu 

metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan 

oleh Syari‟ah selain pinjaman, seperti jual-beli, bagi hasil, sewa dan 

seabaginya. Kedua dalam Islam pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan 

akad komersial. Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh 

syaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini 

didasarkan pada hadis Nabi SAW yang mengatkan bawa setiap pinjaman yang 

menghasilkan manfaat adalah riba. Sedangkan para ulama sepakat bahwa riba 
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itu haram, karena itu dalam perbankan Syari‟ah, pinjaman tidak disebut kredit, 

tapi pembiayaan
35

. 

Dalam bahasa arab pembiayaan berasal dari kata  ل تموي
36

  yang 

bermakna “pendanaan”. Pembiayaan dalam bank Islam adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatn pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga 

keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil
37

. 

Mekanisme bagi hasil ini perupakan core product bagi Islamic 

Financial Institutions, seperti Islamic Banking. Sebab Islamic Banking secara 

eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangan
38

. 

Mekanisme bagi hasil di Islamic Banking dijalankan berdasarkan prinsip 

mudharabah dan/atau musyarakah
39

. 

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam 

perbankan Syariah adalah qard dan turunannya qardhul hasan karena bunga 

dilarang dalam Islam, maka pinjaman qard maupun qardhul hasan merupakan 
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pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi pinjaman qardhul hasan merupakan 

pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial
40

 

1. Mudharabah  

Mudharabah berasal dari kata dharb berarti memukul atau 

berjalan
41

. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah 

proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha
42

. Secara 

singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal 

uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase 

keuntungan. 

Secara istilah mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100% 

modal) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha 

secara  Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama 

kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu 

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola 

harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut
43

. 

Landasan hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk 

melakukan usaha hal ini tampak dalam firman Allah SWT QS. Al-

Jumu‟ah (62) ayat 10: 
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Artinya:”Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarnlah kamu 

dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung”. 

 

Akad mudaharabah ada dua jenis, yaitu mudaharabah muthalaqah 

dan mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah muthalaqah pemodal 

tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha 

tertentu
44

. Pada mudharabah muqayyadah pemodal mensyaratkan kepada 

pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu 

tertentu sehingga disebut mudharabah terikat atau terbatas. 

Beberapa yang menjadi ketentuan umum mudharabah adalah 

sebagai berikut: 

a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola 

modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang 

yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal 

diserahkan secara bertahap, haus jelas tahapannya dan disepakati 

bersama. 

b. Hasil dan pengelola modal pembiayaan mudharabah dapat 

diperhitungkan dengan dua cara: 

1. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) 

2. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing) 
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c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap 

bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal 

menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan 

penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan 

penyalahgunaan dana. 

d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak 

berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah 

cidera janji dengan sengaja, mislanya tidak mau membayar kewajiban 

atau menunda pembayran kewajian, dpat dikenakan sanksi 

adminitrasi.
45

 

2. Musyarakah 

Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti  al-ikhtilath 

(percampuran). Dalam hal ini, mencampur satu modal dengan modal yang 

lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah dikenal 

juga dengan istilah syirkah. Menurut istilah fikih, syirkah adalah sesuatu 

akad antara dua orang atau lebih untuk bekongsi modal dan bersekutu 

dalam keuntungan
46

. 

Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan 

modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan 

maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal 

tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau 

sekaligus kepada bank. 
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Syirkah hukumnya boleh berdasarkan firman Allah SWT QS. 

Shaad (38) ayat 24: 

                           

                              

          

Artinya:“…Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian 

yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal shaleh”. 

 

Ayat ini menunjukan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan 

adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, selama saling menjunjung 

tinggi nilai amanat dan kebersamaan serta menjauhi pengkhianatan yang 

merugikan slah satu pihak yang melakukan akad. 

Musyarakah pada umunya merupakan perjannjian yang berjalan 

terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun  

demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa 

menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-

masing nitra usaha mendapat hasil likuidasi asset sesuai nishab 

penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin 

mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain 

dengan harga yang disepakati bersama. 

3. Al-Qardh 

Secara etimologi, qardh berarti potongan, harta yang dibayarkan 

kepada muqtaridh (yang diajak akad qardh) dinamakan qarad. Sebab 
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merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar)
47

. Al-

qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 

dapat dimintai kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik qardh dikategorikan 

dalam „aqad tathawwu‟I atau akad saling membantu dan bukan transaksi 

komersial
48

.  

Menurut bank Indonesia, qardh adalah akad pinjaman dari bank 

(muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan 

jumlah yang sama sesuai pinjaman
49

. Muqridh dapat meminta jaminan atas 

pinjaman kepada muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara 

angsuran atau sekaligus
50

. 

Menurut syara‟ (terminology) pengertian qardhul hasan dilihat dari 

berbagai Mazhab salah satunya adalah  Mahzab Hanafi mendefinisikan qardh  

sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang 

nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama. Qardhu 

hasan adalah produk perbankan Syariah untuk nasabah yang membutuhkan 

dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk 

tujuan konssumtif. 

Qardhul hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk 

pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam 
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mengembalikan pokook pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka 

waktu tertentu
51

. 

Produk ini hanya diberikan jika bank Syariah sudah menerima dana 

berupa Zakat, Infak, Sadaqah masyarakat yang penempatannya tidak 

mengaharapkan bagi hasil dan ditempatkan di bank untuk dikelola dengan 

maksud meningkatkan kesejahteraan ummat khususnya mustahiq terhadap 

ZIS. Dana ini dapat dipinjamkan kepada nasabah tnapa dikenakan kewajiban 

memberikan pembagian hasil atau laba. Nasabah hanya dibebankan biaya 

sehubungan proses pemberian pinjaman itu seperti biaya sewa gedung, gaji 

pegawai, dan peralatan kantor, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga 

terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap 

jumlah pinjaman dan nasabah diwajibkan mengembalikan berupa jumlah yang 

dipinjamnya semula tanpa keharusan pembagian laba. Jika nasabah bersedia 

memebrikan hadiah kepada bank, maka bank tersebut akan menerima guna 

utuk menambah dana kebajikan tersebut dan kemudian disalurkan kembali 

kepada mereka yang berhak lainnya. 

Walupun sifat utang ini sangat lunak tidak berarti pihak yang 

memanfaatkan dana tersebut dapat bebas menggunakannya tanpa 

mengembalikanya karena dalam Islam utang yang tidak dibayar akan menjadi 

penghalang dia diahri akhir nanti walaupun ia gugur dalam jihad di medan 

perang yang pahalanya sudah dijamin bahkan Rasul tidak bersedia 

menshalatkan jenazah yang masih memiliki utang. 

                                                             
51

 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII 

Press, 2009), hal. 143 



 47 

Untuk menghindari diri dari riba biaya administrasi pada pinjaman Al- 

Qardhul hasan memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase 

b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang 

mutlak diperlukan terjadinya kontrak.
52

 

Dasar hukum qardh berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-

Hadiid (57) ayat 11: 

                                

Artinya:  “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjamn itu 

untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. 

 

Dalam ayat ini kita dianjurkan untuk “meminjakan kepada Allah” 

artinya kita disuruh untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras juga 

dengan meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan 

bermasyarakat. 

Sumber dana qardhul hasan berasal dari eksternal atau internal. 

Sumber dana eksternal meliputi qard yang diterima entitas dari pihak lain 

(mislanya dari sumbangan, infak, shadaqah dan sebagainya). Sedangkan 

contoh sumber dana qard yang disediakan para pemilik entitas bisnis, hasil 

pendapatan non halal dan denda lain sebagainya, sebagaimana kehidupan 

masyarakat Indonesia yang cukup heterogen ini, bank Islam tidak dapat lepas 

dari kondisi tersebut. 
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Manfaat Al-Qardh banyak sekali, diantaranya: 

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk 

mendapatkan talangan jangka pendek 

b. Al-Qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank 

Syari‟ah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, 

disamping misi komersial 

c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan 

meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank Syari‟ah.
53

 

 

 

 

 

 

                                                             
53

 Muhammad Syafi‟I Antonio, Op. Cit, h. 134 


